SALINAN

BUPATI BOGOR
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI BOGOR
NOMOR 109 TAHUN 2021

TENTANG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGELOLAAN

Menimbang

Mengingat

BARANG MILIK DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

. a.

BUPATI BOGOR,

bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan
pengelolaan barang milik daerah secara transparan, adil,
kompetitif dan akuntabel, perlu menetapkan Standar
Operasional Prosedur Pengelolaan Barang Milik Daerah;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan
Bupati  tentang Standar  Operasional  Prosedur
Pengelolaan Barang Milik Daerah;

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang
Pemerintahan Daerah-daerah dalam Lingkungan Propinsi
Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
1950 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang
Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten
Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14
Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah
Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968
Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 2851);

. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan

Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 2043);

. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang

Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang
Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4247);

5. Undang-Undang....



10.

11

0.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah  beberapa kali diubah, terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1994 tentang

Rumah Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1994 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3573) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun
2005 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah
Nomor 40 Tahun 1994 tentang Rumah Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 64,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4515);

Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang
Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai
Atas Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1996 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3643);

. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang

Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5533) sebagaimana telah diubah dengan  Peraturan
Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan
atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014
tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6523);

12. Peraturan....
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Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2014 tentang
Penjualan Barang Milik Negara/Daerah  Berupa
Kendaraan Perorangan Dinas (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 305, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5610);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2009
tentang Pedoman Penyerahan Prasarana, Sarana, dan
Utilitas Perumahan dan Permukiman di Daerah

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016
tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016
Nomor 547);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 1781);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2021
tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembukuan,
Inventarisasi dan Pelaporan Barang Milik Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1076);

Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 8 Tahun 2009
tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008
Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor
Nomor 37);

Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 29 Tahun
2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah
Kabupaten Bogor Tahun 2011 Nomor 9) sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bogor
Nomor 8 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan
Daerah Nomor 29 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa
Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2018
Nomor 8);

Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 7 Tahun 2012
tentang Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan dan
Permukiman (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun
2012 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Bogor Nomor 67);

Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 4 Tahun 2015
tentang Ketertiban Umum (Lembaran Daerah Kabupaten
Bogor Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Bogor Nomor 41);

Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 12 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun
2016 Nomor 12) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 2 Tahun 2020
tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 12
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor
Tahun 2020 Nomor 2);

22. Peraturan....
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Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 1 Tahun 2018
tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2018
Nomor 1);

Peraturan Bupati Bogor Nomor 69 Tahun 2016 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi,
serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset
Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2016
Nomor 69) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Bupati Bogor Nomor 96 Tahun 2020 tentang Perubahan
atas Peraturan Bupati Bogor Nomor 69 Tahun 2016
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan
Fungsi, serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan
dan Aset Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun
2020 Nomor 97);

MEMUTUSKAN:

: PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR OPERASIONAL

PROSEDUR PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1.

Daerah Kabupaten, yang selanjutnya disebut Daerah,
adalah Daerah Kabupaten Bogor.

Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai
unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang
memimpin pelaksanaan wurusan pemerintahan yang
menjadi kewenangan daerah otonom.

Bupati adalah Bupati Bogor.

Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten
Bogor.

Pengelola Barang Milik Daerah, yang selanjutnya disebut
Pengelola Barang, adalah Sekretaris Daerah.

Pengguna Barang adalah pejabat pemegang kewenangan
penggunaan Barang Milik Daerah.

Barang Milik Daerah, yang selanjutnya disingkat BMD,
adalah semua barang milik Pemerintah Daerah
Kabupaten Bogor yang diperoleh atas beban Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah atau perolehan lainnya
yang sah.

8. Pengelolaan....
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Pengelolaan Barang Milik Daerah adalah keseluruhan
kegiatan yang meliputi perencanaan kebutuhan dan
penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan,
pengamanan dan pemeliharaan, penilaian,
pemindahtanganan, pemusnahan, penghapusan,
penatausahaan dan pembinaan, pengawasan dan
pengendalian.

Pemanfaatan adalah pendayagunaan BMD yang tidak
digunakan untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi
Perangkat Daerah dan/atau optimalisasi BMD dengan
tidak mengubah status kepemilikan.

Sewa adalah pemanfaatan BMD oleh pihak lain dalam
jangka waktu tertentu dan menerima imbalan uang
tunai.

Pinjam Pakai adalah penyerahan penggunaan barang
antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah atau
antar Pemerintah Daerah dalam jangka waktu tertentu
tanpa menerima imbalan dan setelah jangka waktu
tersebut berakhir diserahkan kembali kepada Bupati.

Kerja Sama Pemanfaatan, yang selanjutnya disingkat
KSP, adalah pemanfaatan BMD oleh pihak lain dalam
jangka waktu tertentu dalam rangka peningkatan
pendapatan daerah atau sumber pembiayaan lainnya.

Bangun Guna Serah, yang selanjutnya disingkat BGS,
adalah pemanfaatan BMD berupa tanah oleh pihak lain
dengan cara mendirikan bangunan dan/atau sarana
berikut fasilitasnya, kemudian didayagunakan oleh pihak
lain tersebut dalam jangka waktu tertentu yang telah
disepakati, untuk selanjutnya diserahkan tanah beserta
bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya setelah
berakhirnya jangka waktu tertentu yang disepakati.

Bangun Serah Guna, yang selanjutnya disingkat BSG,
adalah pemanfaatan BMD berupa tanah oleh pihak lain
dengan cara mendirikan bangunan dan/atau sarana
berikut fasilitasnya, dan setelah selesai pembangunannya
diserahkan wuntuk didayagunakan oleh pihak lain
tersebut dalam jangka waktu tertentu yang disepakati.

Pengamanan adalah kegiatan tindakan pengendalian
dalam pengurusan BMD dalam bentuk fisik, administratif
dan penegakan hukum.

Pemindahtanganan adalah pengalihan kepemilikan BMD.

Penjualan adalah pengalihan kepemilikan BMD kepada
pihak lain dengan menerima penggantian dalam bentuk
uang.

18. Tukar....
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Tukar menukar adalah pengalihan kepemilikan BMD
yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan
pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau
antara pemerintah daerah dengan pihak lain, dengan
menerima penggantian utama dalam bentuk barang,
paling sedikit dengan nilai seimbang.

Hibah adalah pengalihan kepemilikan barang dari
pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, antar
pemerintah daerah, atau dari pemerintah daerah kepada
pihak lain tanpa memperoleh penggantian.

Penyertaan Modal Pemerintah Daerah adalah pengalihan
kepemilikan BMD yang semula merupakan kekayaan
yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan
untuk diperhitungkan sebagai modal/saham daerah pada
Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Negara
atau Badan Hukum lainnya yang dimiliki daerah.

Penghapusan adalah tindakan menghapus BMD dari
daftar barang dengan menerbitkan keputusan dari
Pejabat yang berwenang untuk membebaskan pengelola
barang, Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna
Barang dari tanggung jawab administrasi dan fisik atas
barang yang berada dalam penguasaannya.

Penatausahaan adalah rangkaian kegiatan yang meliputi
pembukuan, inventarisasi dan pelaporan BMD sesuai
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Inventarisasi adalah kegiatan untuk melakukan
pendataan, pencatatan dan pelaporan hasil pendataan
BMD.

Pemeliharaan adalah kegiatan atau tindakan yang
dilakukan agar semua BMD selalu dalam keadaan baik
dan siap untuk digunakan secara berdaya guna dan
berhasil guna.

Penilai adalah pihak yang melakukan penilaian secara
independen berdasarkan kompetensi yang dimiliki.

Penilaian adalah proses kegiatan untuk memberikan
suatu opini nilai atas suatu objek penilaian berupa BMD
pada saat tertentu.

Penilai Pemerintah adalah Penilai Pemerintah Pusat
dan/atau Pemerintah Daerah.

Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat
penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati
untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan
membayar seluruh pengeluaran daerah pada Bank yang
ditetapkan.

Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi,
adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa
atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan
dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk
kepentingan orang pribadi atau badan.

30. Kontribusi....
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Kontribusi Daerah yang selanjutnya disebut Kontribusi
adalah pendapatan daerah dari hasil pemanfaatan BMD
melalui bentuk BGS/BSG dan KSP.

Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya
disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau
penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan
menggunakan formulir atau dilakukan dengan cara lain
ke Kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk
oleh Bupati.

Surat Setoran Kontribusi Daerah, yang selanjutnya
disingkat SSKD, adalah bukti pembayaran atau
penyetoran Kontribusi yang telah dilakukan dengan
menggunakan formulir atau dilakukan dengan cara lain
ke Kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk
oleh Bupati.

Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya
disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan
retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga
dan/atau denda retribusi.

Surat Tagihan Kontribusi Daerah, yang selanjutnya
disingkat STKD, adalah surat untuk melakukan tagihan
kontribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga
dan/atau denda kontribusi.

Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya
disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang
menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang
terutang.

Surat Ketetapan Kontribusi Daerah, yang selanjutnya
disingkat SKRD, adalah surat ketetapan kontribusi yang
menentukan besarnya jumlah pokok kontribusi yang
terutang.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang
selanjutnya  disingkat = APBD, adalah  Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bogor.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

Maksud Peraturan Bupati ini adalah untuk memberikan
pedoman dalam pelaksanaan pemanfaatan, pengamanan
dan pemeliharaan, pemindahtanganan, penghapusan dan
penatausahaan BMD.

Tujuan Peraturan Bupati ini adalah untuk mewujudkan
pelaksanaan pemanfaatan, pengamanan dan
pemeliharaan, pemindahtanganan, penghapusan dan
penatausahaan BMD dilaksanakan dengan prinsip
transparan, adil, kompetitif dan akuntabel sesuai
ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III....



-8-
BAB III

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGELOLAAAN

BARANG MILIK DAERAH
Pasal 3

Standar Operasional Prosedur Pengelolaaan BMD meliputi:

a.
b.

C.

(1)

(2)

(3)

(4)

Standar Operasional Prosedur Pemanfaatan BMD;

Standar Operasional Prosedur Pengamanan BMD;

Standar Operasional Prosedur Pemindahtanganan BMD;

Standar Operasional Prosedur Penghapusan BMD; dan

Standar Operasional Prosedur Penatausahaan BMD.
Pasal 4

Standar Operasional Prosedur Pemanfaatan BMD

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, meliputi:

a. Standar Operasional Prosedur Sewa BMD;

b. Standar Operasional Prosedur Pinjam Pakai BMD;

c. Standar Operasional Prosedur BGS/BSG; dan

d. Standar Operasional Prosedur KSP.

Standar Operasional Prosedur Pengamanan BMD
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, meliputi:

a. Standar Operasional Prosedur Pengamanan fisik BMD;

b. Standar Operasional Prosedur Pengamanan
administrasi BMD; dan

c. Standar Operasional Prosedur Pengamanan hukum.

Standar Operasional Prosedur Pemindahtanganan BMD
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, meliputi:

a. Standar Operasional Prosedur Penjualan BMD;

b. Standar Operasional Prosedur Tukar Menukar BMD;
dan

c. Standar Operasional Prosedur Hibah BMD.

Standar Operasional Prosedur Penghapusan BMD
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d, meliputi:

a. Standar Operasional Prosedur Penghapusan BMD
pada Pengelola Barang; dan

b. Standar Operasional Prosedur Penghapusan BMD
pada Pengguna Barang.

(5) Standar....
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(5) Standar Operasional Prosedur Penatausahaan BMD
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e, meliputi:

a. Standar Operasional Prosedur Pembukuan BMD;
b. Standar Operasional Prosedur Inventarisasi BMD; dan

c. Standar Operasional Prosedur Pelaporan BMD.

Pasal 5

Standar Operasional Prosedur Pengelolaan BMD
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam
Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Bupati ini.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 6
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan

pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya
dalam Berita Daerah Kabupaten Bogor.

Ditetapkan di Cibinong
pada tanggal 6 Desember 2021

BUPATI BOGOR,
ttd

ADE YASIN

Diundangkan di Cibinong
pada tanggal 6 Desember 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOGOR,
ttd

BURHANUDIN
BERITA DAERAH KABUPATEN BOGOR
TAHUN 2021 NOMOR 109

Salinan sesuai dengan aslinya

IAN
PERUNDANG-UNXDANGAN,

HERISON



LAMPIRAN PERATURAN BUPATI BOGOR

NOMOR 109 Tahun 2021
TANGGAL 6 Desember 2021
TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH
A. STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PEMANFAATAN BMD
1. SEWA.
PELAKSANAAN MUTU BAKU
NO KEGIATAN Tim Pejabat Pengelola KETERANGAN
Pemohon Sewa Pemanfaatan Penatausahaan Baran Bupati Kelengkapan Waktu Output
BMD /BPKAD g
Permohonan Penyewaan > Surat Permohonan Sewa . * Disposisi Pimpinan
1 dari Pemohon _|_|‘ 3 hari Atas Permohonan
< I Sewa
v Undangan Penelitian
Penjadwalan Penelitian P . ¢ Undangan Penelitian
2 Permohonan Sewa < Surat Permohonan Sewa | 3 hari
v
Penelitian Permohonan dan Data Pemohon Sewa Berita Acara Hasil
3 Obiek Sewa Data/Dokumen BMD 1 hari Penelitian Tim
) Yang Dimohon Sewa Pemanfaatan BMD
Tidak Setuju
Berita A Hasil e Jika Tidak Disetujui,
v erita Acara Hasi.
Penelitian Pengguna Barang/ .Pengelola
| = -~ Kajian Tim : Data BMD « Lavoran hasil Barang menyampaikan Surat
4 Penyampaian Hasil d e ' Objek Sewa, Lokasi 3 hari p litian d Penolakan.
Penelitian BMD, Volume g{;r};;lg:waan o Jika Disetujui, dilanjutkan
setliu (Jumlah/Luas) BMD, J dengan Usulan Penerbitan
! Jangka Waktu Sewa, Surat persetujuan Bupati.
Nilai Retribusi Sewa
Surat Persetujuan, sekurang-
y Surat Usulan Penerbitan kurangnya memuat :
5 Penerbitan Surat < Persetujuan Sewa. 5 hari Surat Persetujuan Data Penyewa.
Persetujuan Draft Surat Persetujuan Bupati Data BMD Yang Disewa.
> Bupati Jangka Waktu Sewa.
Nilai Retribusi Sewa.
* Surat Usulan Penerbitan S - .
Perjanjian Sewa. e Perjanjian Sewa Perjanjian Sewa di
6 Penerbitan Perjanjian Sewa . 5 hari e Surat Tanda Setoran | Tandatangani setelah Penyewa
Draft Perjanjian Sewa. . X . X
» X Retribusi membayar Retribusi Sewa
Copy Surat Persetujuan
Bupati
< < < .
7 Pembayaran Sewa o o Bukti Setor Ke Kas 1 hari Surat Tanda Setoran
¥y > > Daerah (BJB) Retribusi
|
8 iggiﬁ%:fg%izan il { ) Perjanjian Sewa 1 hari Penandatanganan Perjanjian
Sewa




2. PINJAM PAKAI

PELAKSANAAN MUTU BAKU
Tim Pejabat
NO KEGIATAN J KETERANGAN
Piﬁ?aﬁlr?}lil’zrliai Pemanfaatan Penatausahaan Pg;%zl;:la Bupati Kelengkapan Waktu Output
J BMD /BPKAD g
.. . » Surat Permohonan e Disposisi Pimpinan
1 germl;) honﬁn Pinjam Pakai ( ) P Pinjam Pakai 3 hari Atas Permohonan
an Femonon < I Pinjam Pakai
v Undangan Penelitian
2 Penjadwalan Penelitian < Surat Permohonan 3 hari ¢ Undangan Penelitian
Permohonan Pinjam Pakasi h Pinjam Pakai a
v
Penelitian Permohonan dan Data Pemohon Berita Acara Hasil
3 O?)':k Piniam Paoke(:i Data/Dokumen BMD 1 hari Penelitian Tim
) J Yang Dimohon Dipinjam Pemanfaatan BMD
Tidak Setuju
Berita A Hasil ¢ Jika Tidak Disetujui,
\ 4 Psr?e; tiacr?ra ast Pengguna Barang/Pengelola
- ~ R Kajian Tim : Data BMD « Lavoran hasil Barang menyampaikan Surat
Penyampaian Hasil d i > Objek Pinjam Pakai, . poral Penolakan.
4 3 hari penelitian dan
Penelitian Lokasi BMD, Volume o . . o Jika Disetujui, dilanjutkan
Kajian Pinjam Pakai .
Setliu (Jumlah/Luas) BMD, dengan Usulan Penerbitan
! Jangka Waktu Pinjam Surat persetujuan Bupati.
Pakai.
v Surat Usulan Penerbitan Surat Persetujuan, sekurang-
Persetujuan Pinjam kurangnya memuat :
5 Penerbitan Surat < Paksi 5 hari Surat Persetujuan Data Peminjam.
Persetujuan h > Da ?tl ’ Surat P . ar Bupati Data MD Yang Dipinjam.
> raft Surat Persetujuan Jangka Waktu Pinjam Pakai.
Bupati
* Surat Usulan Penerbitan
. A Perjanjian Pinjam Pakai. e Perjanjian Pinjam
6 Pfen_erbltan P_erJanJlan q Draft Perjanjian Pinjam 5 hari Pakai
Pinjam Pakai > Pakai
| Copy Surat Persetujuan
[ Bupati
v
7 llzen.angl.atan_ga_nan ) Draft_ Perjanjian Pinjam 1 hari PerJa_nJlan Pinjam Penandatanganan Perjanjian
erjanjian Pinjam Pakai Pakai Pakai Pinjam Pakai




3. BGS/BSG

PELAKSANAAN MUTU BAKU
NO KEGIATAN Tim Pejabat KETERANGAN
Pemog%r(l}BGS/ Pemanfaatan Penatausahaan Pgngelola Bupati Kelengkapan Waktu Output
BMD /BPKAD arang
» Surat Permohonan e Disposisi Pimpinan
1 gzzn];):rggﬁgnBGS /BSG S _|_|‘ BGS/BSG 3 hari Atas Permohonan
;/‘ ] [€ BGS/BSG
2 Undangan Penelitian
2 Penjadwalan Penelitian - Surat Permohonan 3 hari e Undangan Penelitian
Permohonan BGS/BSG - BGS/BSG
<
~ Data Pemohon Berita Acara Hasil
3 Penelitian Permohonan dan BGS/BSG 1 hari Penelitian Tim
Objek BGS/BSG Data BMD Yang Pemanfaatan BMD
Dimohon BGS/BSG
Tidak Setuju
. . o Jika Tidak Disetujui,
A 4 ?:S;ﬁtgcr?ra Hasil Pengguna Barang/ -Pengelola
| _ R Kajian Tim : Data BMD « Lavoran hasil Barang menyampaikan Surat
4 Penyampaian Hasil v i » Objek BGS/BSG, Lokasi | 5. P litian d Penolakan.
Penelitian BMD, Volume Ezl'li‘;; 1;257125 G ¢ Jika Disetujui, dilanjutkan
setiu (Jumlah/Luas) BMD, J dengan Usulan Penilaian dan
! Jangka Waktu Pemilihan Mitra BGS/BSG.
BGS/BSG.
PELAKSANAAN MUTU BAKU
Panitia X
NO KEGIATAN Pemohon Pemilihan L el Pengelola . KETERANGAN
BGS/BSG Mitra Penatausahaan Bafang Bupati Kelengkapan Waktu Output
/BPKAD
BGS/BSG
Data BMD Objek Penilaian dilaksanakan oleh
Penilaian : BGS/BSG, Lokasi BMD, 30 Laporan Hasil Penilai Pemerintah atau jika
5 - Penilaian Investasi «— Volume (Jumlah/Luas) hari Perliﬂaian Pemerintah Daerah belum
- Penilaian Kontribusi » BMD, Jangka Waktu memiliki Perangka Penilai
> BGS/BSG. maka dapat melibatkan Kantor
Jasa Penilai Publik (KJPP)
+ Usulan Susunan Panitia e Keputusan Bupati
6 Pembentukan Panitia Pemilihan 5 hari Tentang Susunan
Pemilihan I Draft Panitia Pemilihan Panitia Pemilihan
i BGS/BSG
Dokumen Lelang,
< diantaranya :
h - Data/Dokumen BMD
7 Pelaksanaan Pemilihan objek BGS/BSG. 5 hari Risalah
(Tender) Mitra BGS/BS - Dokumen Penilaian. Pemilihan/Tender Ke Halama Berikutnya
- Data/Dokumen Peserta
Pemilihan/Tender
Valon Mitra BGS/BSG




PELAKSANAAN MUTU BAKU
Panitia .
NO KEGIATAN Pemohon Pemilihan I Pengelola KETERANGAN
. Penatausahaan Bupati Kelengkapan Waktu Output
BGS/BSG Mitra BPKAD Barang
BGS/BSG /
Dari Halaman Berikutnya
v
X Keputusan Bupati
8 Penetapan Mitra BGS/BSG > > ¢ Esa_lﬁﬁ Tend 3 hari tentang Penetapan
emilihan/Tender Mitra BGS/BSG
PELAKSANAAN MUTU BAKU
NO KEGIATAN Pejabat KETERANGAN
Pemohon BGS/BSG Penatausahaan/BP Pengelola Barang Bupati Kelengkapan Waktu Output
KAD
¢ e Surat Usulan Penerbitan e Perjanjian Di Tandatangani
. L < Perjanjian BGS/BSG. Oleh Bupati dan Mitra BGS
< L
g | Penerbitan Perjanjian > * Draft Perjanjian 7 Hari Perjanjian BGS/BSG | « Kontribusi BGS Dibayar oleh
BGS/BSG q BGS/BSG . .
» Mitra BGS 2 hari sebelum
e Surat Tanda Setoran o ) .
Kontribusi Perjanjian ditandatangani
BAST Serah terima Objek
Serah Terima Objek . BAST Objek BGS/BSG dtandatangani oleh
A\ 4
10| gsg /BGS < > * Draft BAST 2 Hari BGS/BSG Pengelola Barang dengan Mitra
BGS/BSG




4. KSP

PELAKSANAAN MUTU BAKU
NO KEGIATAN Tim Pejabat Pengelola KETERANGAN
Pemohon KSP Pemanfaatan Penatausahaan B Bupati Kelengkapan Waktu Output
BMD /BPKAD arang
Permohonan KSP dari > Surat Permohonan KSP . * Disposisi Pimpinan
1 Pemohon P 3 hari Atas Permohonan
<__| [< KSP
v "
. . Undangan Penelitian -
2 Penjadwalan Penelitian < Surat Permohonan KSP 3 hari * Undangan Penelitian
Permohonan KSP
v
Penelitian Permohonan dan Data Pemohon KSP Berita Acara Hasil
3 Obick KSP Data BMD Yang 1 hari Penelitian Tim
Je Dimohon KSP Pemanfaatan BMD
Tidak Setuju
L o Jika Tidak Disetujui,
A Berita Acara Hasil Pengguna Barang/Pengelola
Penelitian Barang menyampaikan Surat
: : > > > Kajian Tim : Data BMD ¢ Laporan hasil P
» ” enolakan.
4 Peny ampaian Hasil " Objek KSP, Lokasi BMD, 3 hari penelitian dan . . P
Penelitian py o Jika Disetujui, dilanjutkan
Volume (Jumlah/Luas) Kajian KSP d Usulan Penilaian d
Seiju BMD, Jangka Waktu enggn su : n Penilaian dan
KSP. Pemilihan Mitra KSP.
PELAKSANAAN MUTU BAKU
NO KEGIATAN Panitia Pejabat Pengelola . KETERANGAN
Pemohon KSP Pemilihan Penatausahaan Bal Bupati Kelengkapan Waktu Output
Mitra KSP /BPKAD arang
Penilaian dilaksanakan oleh
Penilaian - Data BMD Objek KSP, Penilai Pemerintah atau jika
eniaan : . < Lokasi BMD, Volume 30 Laporan Hasil Pemerintah Daerah belum
5 - Penilaian Investasi < | . s S U
- Penilaian Kontribusi o > (Jumlah/Luas) BMD, hari Penilaian memiliki Perangka Penilai
» Jangka Waktu KSP. maka dapat melibatkan Kantor
Jasa Penilai Publik (KJPP)
+ Usulan Susunan Panitia * Keputusan Bupati
. . Tentang Susunan
Pembentukan Panitia Pemilihan . ot o
6 as . s 5 hari Panitia Pemilihan
Pemilihan al Draft Panitia Pemilihan
> KSP
Dokumen Lelang,
<& diantaranya :
D - Data/Dokumen BMD
7 Pelaksanaan Pemilihan objek KSP. 5 hari Risalah
(Tender) Mitra KSP - Dokumen Penilaian. Pemilihan/Tender Ke Halama Berikutnya
- Data/Dokumen Peserta Y
Pemilihan/Tender
Valon Mitra KSP




PELAKSANAAN MUTU BAKU
NO KEGIATAN Panitia Pejabat KETERANGAN
Pemohon KSP Pemilihan Penatausahaan Pg;%(:r(l)la Bupati Kelengkapan Waktu Output
Mitra KSP /BPKAD g
Dari Halaman Berikutnya
* K B i
. eputusan Bupati
8 Penetapan Mitra KSP > > * Rlsa.la.h 3 hari tentang Penetapan
Pemilihan/Tender -
Mitra KSP
PELAKSANAAN MUTU BAKU
NO KEGIATAN Pejabat KETERANGAN
Pemohon KSP Penatausahaan/BP Pengelola Barang Buppti Kelengkapan Waktu Output
KAD
i e Surat Usulan Penerbitan ¢ Perjanjian Di Tandatangani
< Perjanjian KSP. Oleh Bupati dan Mitra KSP
9 Penerbitan Perjanjian KSP - > e Draft Perjanjian KSP 7 Hari Perjanjian KSP ¢ Kontribusi KSP Dibayar oleh
> e Surat Tanda Setoran Mitra KSP 2 hari sebelum
Kontribusi Perjanjian ditandatangani
BAST Serah terima Objek KSP
10 | Serah Terima Objek KSP < A 4 a e Draft BAST 2 Hari BAST Objek KSP dItandatangani oleh Pengelola
] » .
Barang dengan Mitra KSP




B. STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGAMANAN BMD.

1. PENGAMANAN FISIK.

PELAKSANAAN MUTU BAKU
NO KEGIATAN Pengguna KETERANGAN
. ] Pengelola .
BPKAD Penyedia Jasa Barang Objek Baran Bupati Kelengkapan Waktu Output
Pengamanan g
> Daftar BMD Objek e Disposisi Pimpinan . .
1 PeI_lYusunan Daftar BMD ) l_I » Pengamanan 3 hari Atas Daftar BMD Objek Pengamanan 100 Bidang
Objek Pengamanan /< < Objek Pengamanan Tanah Pertahun
. . n Undangan e Daftar BMD Objek
Rapat Koordinasi Dengan > Daftar BMD Objek . Pengamanan
2 SKPD Pengguna BMD 1 hari
. Pengamanan e Jadwal Pelaksanaan
Objek Pengamanan
Pengamanan
\4 .
Penyediaan/Pengadaan Doku P d 60 Sarana dan * Papan Nama Kepemiikan
3 Sarana dan Prasarana > oxumen rengadaan hari Prasarana Tanah
Pengamanan Pengamanan e Tanda Batas Tanah/Patok
¢ Papan Nama Pelaksanaan Pengamanan
Kepemilikan Tanah. . (Pemasangan Papan Nama dan
Pelaksanaan Pemasangan P o Tanda Batas 30 . Dpkumentam /Foto/ Tanda Batas) didampingi oleh
4 Sarana Pengamanan BMD < » Tanah/Patok. . Video Pelaksanaan
. Hari Pengguna Barang atau
Sarana Transportasi Pengamanan kilan dari P
Material perwakilan dari Pengguna
Camera Barang.
y Dilak kan Oleh BPKAD
Verifikasi Hasil Format Verifikasi 10 Berita Acara ragsanakan L'
5 . . : melalui Bidang Aset Daerah
Pelaksanaan Pengamanan hari Verifikasi
. . Laporan sekurang-kurangnya
6 Penyusunan Laporan Hasil < 4 EA \f{[e]i;ﬁ kasi Hasil 5 hari Dokumen Laporan memuat : Target, Realisasi,
Kegiatan Pengamanan \ ral poran Hasi a Hasil Kegiatan Waktu Pelaksanaan dan Foto
Kegiatan . .
Hasil Kegiatan.




2. PENGAMANAN ADMINISTRASI.

PELAKSANAAN MUTU BAKU
NO KEGIATAN SKPD/ Pengurus Pengurus Pejabat KETERANGAN
P Penatausaha Pengelola .
engguna Barang Barang an [ Bupati Kelengkapan Waktu Output
Barang Pengguna Pengelola BMD/BPKAD
» . PUY . .
Laporan i e Laporan Pengadaan/Perolehan Disposisi Pimpinan
. Atas Laporan
1 Perolehan/Pengadaan I BMD 1 hari Pengadaan/Peroleh
BMD I_I<——| |<———l an ®
v e Lapoan Pengadaan
Verifikasi dan Rekonsiliasi P . . . .
2 Data dan Dokumen BMD < e Dokumen Pengadaan/Perolehan 1 hari BA Hasil Verifikasi
Dokumen Pengadaan
Penyimpanan Dokumen Dokumen Tersimpat Dalam
3 Perolehan/Pengadaan > * Dokumen Pengadaan/Perolehan 1 hari Pengadaan/Peroleh Brankaps /Lemari
BMD
an Dokumen
e Surat Usulan Penerbitan Keputusan Bupati
Keputusan Bupati Tentang Tentang Penetapan
» »
4 Penetapan Penggunaan > > Penetapan Status Penggunaan 7 Hari Status Penggunaan
BMD BMD. BMD
e Copy Dokumen '
Pengadaan/Perolehan
. Pencatatan
Pencatatan BMD Dalam < Keputusan Bupati Tentang . Kartu Inventaris Dilaksanakan Oleh
5 < Penetapan Status Penggunaan 1 hari
Daftar Barang Pengguna BMD Barang Pengguna Pengurus Barang
: Pengguna




3. PENGAMANAN HUKUM

PELAKSANAAN MUTU BAKU
Pejabat SKPD
WO LI LN Penatausaha Pengguna Pengelola Pelaksana Kantor Pertanahan Kelengk Wakt Output LIAU TN
an BMD/ Barang Barang Sertipikasi Kabupaten Bogor clengkapan axtu utpu
BPKAD Tanah Pemda
1 Eermol'.lc')nan Dolumen e Surat Permohonan . Surat Permohonan
epemilikan/Alas Hak 1 hari
Tanah . Dgfta{ Tanah Yang akan
disertipikatkan
e Surat Keterangan Aset
e KIB A Tanah Pemda e Surat Keterangan
Penyiapan Dokumen e Format Format Alas Hak Tidak Sengketa
2 Kepemilikan/Alas Hak < > e Dokumen 60 hari e Surat Keterangan
BMD Pengadaan/Perolehan Penguasaan Fisik.
e Surat
Pertanggungjawaban
Mutlak
e Surat Keterangan Aset
e Surat Keterangan Tidak
Penyampaian Dokumen Sengketa .
3 Kepemilikan/Alas Hak > e Surat Keterangan 1 hari gAST Serah Terima
o okumen Alas Hak
BMD Penguasaan Fisik.
e Surat Pertanggungjawaban
Mutlak
e Surat Permohonan Tanda Terima Berkas Setiap Permohonan
Penyampaian Permohonan > Pengukuran . Permohonan . :
4 > 7 hari Dilengkapi 1 Set
Pengukuran Tanah ¢ Dokumen Tanah/Alas Hak Pengukuran Dokumen Alas Hak
Tanah
Pelaksanaan Pengukuran M ’ glelrrlgliﬁl;zl;l) ponan Peta Bidang Tanah (PBT) PBT dan NIB dijadikan
5. ) - dan Nomor Induk dasar Permohonan
Tanah e Dokumen Tanah/Alas Hak Bid
idang (NIB) Pendaftaran Hak
Tanah
Penyampaian Permohonan e Surat Permohonan Surat Keputusan Kepala
5 Pendaftaran Hak » Pendaftaran Hak. - Kantor Pertanahan
e Dokumen Alas Hak. tentang Pemberian Hak
e Dokumen PBT dan NIB
6 Penerbitan Buku Sertipikat Y )
’ Hak Pakai An. Pemerintah
Kabupaten Bogor
e Sertipikat Asli
disimpan oleh
. — < Pejabat
gzi}ilzigtaﬁ;f;aﬁi An C} D Buku Sertipikat Hak Penatausahaan/BPK
7. Pemerintah Kab. Bogor : BAST Serah Terima Sertipikat | 1 hari Pakai An. Pemerintah AD
. Kabupaten Bogor e Copy Sertipikat
Diserahkan kepada
SKPD Pengguna
Barang




C. STANDAR OPERASIONAL PEMINDAHTANGANAN BMD
1. PENJUALAN.

-10-

PELAKSANAAN MUTU BAKU
NO KEGIATAN Pembeli P%r;grilrllza PEZ%ZE? Bupati DPRD Penilai KPKNL Kelengkapan Waktu Output KETERANGAN
Pengelola Barang mengusulkan q e Perencanaan . Surfdt usulan Memuat pertimbangan penjualan BMD
1 < > . 1 hari penjualan : . e
Penjualan BMD Penjualan BMD dan aspek teknis, ekonomis dan yuridis
A ]
\ 4
Penelitian Usulan Penjualan ° Sl;;itl;zﬁlan Berita Acara Penelitian Data administratif dan fisik
2 BMD Pengguna Barang oleh Tim . I]:)) Iiu 3 hari Hasil BMD oleh Tim Peneliti yang dibentuk
Penelitian oxumen Penelitian oleh Bupati
| Kepemilikan
Penyampaian Hasil Penelitian v Disposisi
yamp e Berita Acara Hasil . usulan Tim Penelitian melalui pengelola barang
3 oleh Pengelola Barang kepada liti 1 hari al ikan 1 hasil liti
Bupati Penelitian Penjualan menyampaikan laporan hasil penelitian
BMD
v Paling
lama 60 . .
e Berita Acara Hasil Hari Laporan Hasil 1.Bupati mlilalus Pglrlgeloliulliara?gkum
Pelaksanaan Penilaian BMD yang Penelitian (disesuaika | Penilaian BMD menugaskan reniial un me’a n
4 . . SR penilaian BMD yang akan dijual
akan dijual oleh Penilai e Surat n dengan (nilai limit 5. Penilai dimaksud dapat Penilai
Tugas/Perintah volume BMD) - ential dimaksud dapat Fentat
g Pemerintah atau Penilai Publik
BMD yang
dinilai)
v e Surat usulan
5 Persetujuan Penjualan BMD oleh < p en:]ualan BMD i 3 hari Suratt . Panah balikan menandakan usulan
Bupati Tidak Seta \ / < e Berita Acara Hasi ari persetujuan tidak disetujui
etuju Penelitian Bupati
Tidak Betuju
Setuju Penjualan BMD yang memerlukan
Bupati menyampaikan usulan v persetujuan DPRD yaitu berupa
persetujuan kepada DPRD, e Bahan Rekomendasi tanah/bangunan dan selain
6 apabila pemindahtanganan BMD <> Pertimbangan 5 hari DPRD tanah/bangunan senilai lebih dari Rp.
melalui penjualan memerlukan Penjualan BMD 5.000.000.000,-(lima milyar rupiah)
persetujuan DPRD kecuali diperkenankan oleh peraturan
Setujy perundang-undangan yang berlaku
v e Surat Persetujuan Surat
Penerbitan Surat Persetujuan - Bupati/DPRD . Pers_etu_]uan Menginformasikan daftar BMD yang
7 Penjualan BMD oleh Bupati N * Bahan 2 hari Penjualan akan dijual dan nilai limit penjualan
! P Pertimbangan BMD dari J peny
Penjualan BMD Bupati

Ke halaman berikutnya
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PELAKSANAAN MUTU BAKU
No KEGIATAN Pembeli Pengguna Pengelola Bupati DPRD Penilai KPKNL Kelengkapan Waktu Output KETERANGAN
Barang Barang
e SuratPermohonanpe
njualan BMD )
melaluilelangkepada 1.Ber(.iasarkankete.ntuan,
A 4 KPKNL penjualandapatdilakukansecaralelanga
e SuratPersetujuanPe tau§eca.ra1angsung .
‘} niualan BMD BeritaAcaraPemb 2. Penjualanlelangmelalui KPKNL,
8 Penjualan BMD dJa riBupati 14 hari li nLcl o ¢ kecualiBarangMilik Daerah yang
melaluiLelang « SK Pei pb tPeniual a ukaanLelang bersifatkhusussesuaidenganperaturanp
Sali cja dakj Jut K erundang-undangandanBarangMilik
* t'i 1nan'l(')k menbu Daerah lainnya yang
1xepemilixan ditetapkanlebihlanjutolehBupatidapatdi
¢ Dli:ta (IIBMDI (517 alr;g i lakukanpenjualantanpalelang
akandijualdalamapli
kasi lelang.go.id
e Surat permohonan
pembelian BMD Penerbitan Surat .
Y e Surat Persetujuan Tanda Setoran Penjualan langsung kepada calon
9 Penjualan BMD secara Bupati tentang 14 hari (STS) ditujukan pembeli sebagaimana diperbolehkan
langsung Penjualan BMD kepada B i nk oleh peraturan perundang-undangan
secara langsung pada Bar yang berlaku
e Salinan dokumen yang ditunjuk
bukti kepemilikan
v o Berita Acara Bukti Berdasarkan Berita Acara Pembukaan
Pemb hasil Pembuk Lel Pembayaran/ Lelang atau STS, pembeli melakukan
10 e a}lrara]glMsm S;rél ukaan d I;a ng 5 hari Keterangan pembayaran yang disetorkan
penjuatan T ¢ & 1yZ:g ]S3u 1 sudah dibayar seluruhnya ke rekening Kas Umum
] 1validas ban lunas. Daerah
e Risalah lelan; . .
Penyerahan BMD oleh o Bukti Pembagaran / Berita Acara Setelah dilakukan pembayaran
11 Peniual kepada Pembeli Ket v dah 1 hari Serah Terima dilakukan penyerahan BMD oleh
enjual kepada Fembel dsz}rlzrrlgﬁﬁ:su a Barang Pengguna Barang kepada pembeli




2. TUKAR MENUKAR
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PELAKSANAAN MUTU BAKU
NO KEGIATAN Pemohon P o H:i h Pejabat Pengelol KETERANGAN
Tukar eminda Penatausahaan engeloa Bupati Kelengkapan Waktu Output
Tanganan Barang
Menukar /BPKAD
BMD
1 Permohonan Tukar > e Surat Permohonan 3 hari * Disposisi PI;H pinan
menukar dari Pemohon _| le an Atas Permohonan
<+ I Tukar Menukar
¢ Undangan Pembahasan
Peni i L e Undangan
enjadwalan Penelitian P dan Penelitian embahasan dan
2 Lokasi Tanah Pemda dan N e Surat Permohonan 3 hari g liti
Tanah Pengganti Tukar Menukar enelitian
e Data Pemohon Tukar
Penelitian Permohonan menukar Berita Acara Hasil
3 | Objek BMD dan Tanah * Data BMD Yang 2 hari Penelitian Tim
Pengganti Tukar Memukar Dimohon Tukar Pemindah Tanganan
Menukar BMD
e Data Tanah Pengganti
Tidak Setuju e Berita Acara Hasil
L Penelitian o Jika Tidak Disetujui, Pengelola Barang
A e Kajian Tim : Data BMD menyampaikan Surat Penolakan.
P ian Hasil - é?/?]% Ci}tl,llkar, Lokasi ° Lapo;a'n hZSﬂ e Jika Disetujui, dilanjutkan dengan Usulan
enyampaian Hasi > > > , Volume . penelitian dan o e : -
* | Penelitian " v (Jumlah/Luas) BMD. 8 hari Kajian Tukar iemlal_artl %1%1 Pen}llk]‘; Temermta.}ll.gka
e Data Tanah Pengganti : Menukar emerinta ée%‘a clum memi 1.
Seiju Lokasi Tanah,Volume Perangka Penilai maka dapat melibatkan
(Jumlah/Luas) dan Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP)
Dokumen Pengganti
PELAKSANAAN MUTU BAKU
NO KEGIATAN Panitia Pejabat Penelola KETERANGAN
Pemohon KSP Pemilihan Penatausahaan Bak Bupati DPRD Kelengkapan Waktu Output
Mitra KSP /BPKAD apang
v Penilaian
o Data BMD Objek dilaksanakan oleh
Penilaian : < : Penilai Pemerintah
. < Tukar Menukar, Lokasi " .
- Penilaian BMD yang > . atau jika Pemerintah
o Y BMD, Volume . Laporan Hasil
5 menjadi objek Tukar » 30 hari s Daerah belum
(Jumlah/Luas) BMD, Penilaian oy
Menukar o memiliki Perangka
o . Nilai BMD dan Data -
- Penilaian Tanah Pengganti - Penilai maka dapat
Tanah Pengganti .
melibatkan Kantor
Jasa Penilai Publik
(KJPP)
6 1 o Jika Tidak
- - Disetujui, DPRD
Tidak Setuju e Usulan Persetujuan e Keputusan akan
A DPRD atas Objek BMD DPRD Tentang menyampaikan
Membuat Permohonan < < dan Tanah Pengganti Persetujuan Surat Penolakan
Persetujuan DPRD atas Setuju Tukar,Lokasi BMD, 20 hari Tukar ¢ Jika Disetujui,
BMD yang menjadi Objek + Volume (Jumlah/Luas) Menukar BMD dilanjutkan dengan
Tukar Menukar. BMD, Nilai BMD dan dengan Tanah Usulan Surat
Tanah Pengganti Pengganti Keputusan Bupati
tentang Tukar
Menukar
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\ 4

e Usulan Keputusan

Bupati tentang Tukar
Menukar antara Laian

e Keputusan

Keputusan Bupati
tentang Tukar

. Bupati Menukar memuat
memuat Objek BMD Tentang Objek BMD dan
dan Tanah Pengganti > .
Usulan Surat Keputusan X Persetujuan Tanah Pengganti
X Tukar,Lokasi BMD, . .
Bupati tentang Tukar 10hari Tukar Tukar, Lokasi BMD,
Volume (Jumlah/Luas)
Menukar o Menukar BMD Volume
BMD, Nilai BMD dan
Tanah Pengganti dan dengan T‘_':mah (Jumlah_/ I.juas)
. Pengganti BMD, Nilai BMD
Surat Persetujuan
dan Tanah
DPRD .
Pengganti.
Surat Usulan R e Surat Usulan
Penerbitan Perjanjian - .
Perjanjian Tukar Penerbitan
. . Tukar Menukar o
Penerbitan Perjanjian S . MenukarBMD Perjanjian Menukar
Draft Perjanjian Tukar | SHari L.
Tukar Menukar dengan Tanah e Dralft Perjanjian
Menukar. )
Pengganti Tukar Menukar.
Copy Surat keputusan
Bupati e Copy Surat
p Keputusan Bupati
e BAST Tukar
Menukar memuat,
< Surat Keputusan
| > < Bupati, Perjanjian
>
BAST Tukar Menukar Tukar Menukar,
Dokumen Objek
memuat, Surat Tukar Menukar
Berita Acara Serah Terima Keputusan Bupati, 5 Hari BAST Tukar Untuk Obiek ’I‘u.k
Objek Tukar Menukar Perjanjian Tukar ar Menukar ° Untu )€ ar

Menukar, Dokumen
Objek Tukar Menukar.

Menukar BMD
(Tanah Pengganti)
harus berbentuk
Sertipikat Hak
Pakai Atas Nama
Pemerintah
kabupaten Bogor




3. HIBAH :
a. HIBAH PADA PENGELOLA BARANG
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PELAKSANAAN MUTU BAKU KETERANGAN
NO KEGIATAN 5 fon/ 5 ol
emohon engelola .
Penerima Hibah Barang Bupati DPRD Kelengkapan Waktu Output
Surat Usulan/Proposal . J— .
Permohonan Hibah BMD dari Pemohon Hibah, Data . * Disposisi Tindak Lan_]ut
1 > . 1 hari atas Permohonan Hibah
Pemohon Pemohon Hibah X
2 I BMD dari Pemohon
I . ..
{ Data Administratif BMD ¢ Bentg Acara hasil s - .
dan Calon Penerima penelitian Penelitian Data administratif
2 Penelitian Permohonan Hibah Hibah 3 hari e Surat Penyataan dan fisik BMD oleh Tim Peneliti
o Kesedian Menerima yang dibentuk oleh Bupati
Fisik BMD :
Hibah
v Berita Acara hasil Panah balik dak
Pengajuan Permohonan Tidak Setuju Tidak Setuju penelitian anah baixan menandakan
. . . . . . | usulan tidak disetujui,
3 Persetujuan Hibah BMD dari Surat Penyataan 3 hari e Surat persetujuan Bupati . . :
. /‘ . . disampaikan melalui Pengelola
Pengelola Barang kepada Bupati Kesedian Menerima B
¥ arang
Hibah
Setuju Pelaksanaan Hibah yang
memerlukan persetujuan DPRD
Berita Acara hasil yaitu hibah berupa .
. \4 - tanah/bangunan dan selain
Pengajuan Permohonan penelitian tanah/banganan senilai lebih
4 Persetujuan Hibah dari Bupati Surat Penyataan 5 hari e Persetujuan DPRD X g1 .
; . dari Rp. 5.000.000.000,- (lima
kepada DPRD Kesedian Menerima . : N
Hibah milyar rupiah), kecuali
1ba diperkenankan oleh peraturan
perundang-undangan yang
berlaku
Setuju Surat Persetujuan
5 Penetapan Pelaksanaan Hibah Bupati 2 hari e Kuputusan Pelaksanaan
BMD Persetujuan DPRD (jika Hibah
| ada)
v Naskah hibah (identitas dan
Keputusan hak/kewajiban semua pihak,
6 Penandatanganan Naskah Hibah P R 1 hari e Naskah Hibah tujuan hibah, objek hibah,
Pelaksanaan Hibah .
klausal beralihnya BMD serta
penyelesaian perselisihan)
Pengguna barang menyerahkan
7 Penyerahan BMD kepada P g;:ﬁs};ig;;u:;?ah 1 hari e Berita Acara Serah Objek Hibah ke penerima
Penerima Hibah « X Terima (BAST) Hibah berdasarkan Naskah
Naskah Hibah Hibah




b. HIBAH PADA PENGGUNA BARANG
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PELAKSANAAN MUTU BAKU KETERANGAN
No KEGIATAN Pemohon/ Pengguna Pengelola
Penerima B sgu B & Bupati DPRD Kelengkapan Waktu Output
Hibah arang arang
Surat Usulan/Proposal e Disposisi Tindak
1 Permohonan Hibah BMD dari \ Pemohon Hibah, Data 1 hari Lanjut atas
Pemohon < ), > Pemohon Hibah Permohonan Hibah
y BMD dari Pemohon
Data Administratif BMD * E::gﬁtﬁ;?ra hasil Penelitian Data administratif
2 Penelitian Permohonan Hibah de}n Calon Penerima 3 hari e Surat Pernyataan dan ﬁs}k BMD oleh Tim Peneliti
Hibah Kkesedi . yang dibentuk oleh Pengguna
Fisik BMD csediaan MEnNerima | parang,
hibah
Berita Acara Hasil e Disposisi Tindak
Pengajuan Permohonan Hibah Penelitian Lanjut atas
3 BMD dari Penguna Barang Surat Pernyataan 1 hari Permohonan Hibah
kepada Pengelola Barang. kesediaan menerima dari Pengguna
hibah Barang
y Berita Acara Hasil P h balik dak
Pengajuan Permohonan Tidak Setuju e P Tidak Setuju Penelitian o Surat . anan ba’tkan menandakan
. . . . persetujuan usulan tidak disetujui,
4 Persetujuan Hibah BMD dari \ ~ Surat Pernyataan 3 hari B : ) . :
. X X upati disampaikan melalui Pengelola
Pengelola Barang kepada Bupati kesediaan menerima Barang
hibah
Setuju Pelaksanaan Hibah yang
memerlukan persetujuan
. . DPRD yaitu hibah berupa
Pengajuan Permohonan E::;ﬁt?acr? re Haol tanah/bangunan dan selain
gaju X . . . . tanah/bangunan senilai lebih
5 Persetujuan Hibah dari Bupati Surat Pernyataan 5 hari e Persetujuan DPRD dari Rp. 5.000.000.000,- (lima
kepada DPRD kesediaan menerima milyarpl;ul.)iah)' kec.uali,
hibah diperkenankan oleh peraturan
perundang-undangan yang
berlaku
v Setujul Surat Persetujuan
6 Penetapan Pelaksanaan Hibah < Bupati 2 hari e Keputusan
BMD Persetujuan DPRD (jika Pelaksanaan Hibah
ada)
Naskah hibah (identitas dan
Keputusan Pelaksanaan hak/kewajiban semua pihak,
7 Penandatanganan Naskah Hibah < °P 1 hari e Naskah Hibah tujuan hibah, objek hibah,
Hibah klausal beralihnya BMD serta
penyelesaian perselisihan)
v Pengguna barang menyerahkan
8 Penyerahan BMD kepada E;;i[sgigz;uslﬁgah 1 hari e Berita Acara Serah Objek Hibah ke penerima
Penerima Hibah . Terima (BAST) Hibah berdasarkan Naskah
Naskah Hibah Hibah
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D. STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGHAPUSAN BMD

1. PENGHAPUSAN BMD PADA PENGELOLA BARANG

No Kegiataan Pelaksanaan Mutu Baku Keterangan
) g Pengelola Barang Bupati Kelengkapan Waktu Output g
. BAST/ Berita Acara Surat Permohonan Penghapusar} BMD disebabkan penyerahan
Pengajuan permohonan BMD/Pengalihan status Penggunaan
Penyerahan Putusan . Penghapusan BMD yang >
1. penghapusan BMD oleh Pengelola ; - 1 Hari ) ] BMD /Pemindahtanganan/Putusan
B / Pengadilan sebagai dasar dilengkapi alasan ) R
arang 7y Penghapusan enehapusan Pengadilan/Menjalankan ketentuan Undang-
ghap penghap ) Undang/Pemusnahan atau sebab lain.
Penelitian terhada: rmohonan Y Surat Permohonan
2 ¢ eh ¢ BM]ZI)) ge . P? ° lol Penghapusan BMD yang 3 Hari Berita Acara Hasil Penelitian usulan penghapusan dilakukan oleh Tim
. g;rrlinapusan ar rengelota dilengkapi alasan an Penelitian. Penelitian Penghapusan BMD yang ditetapkan oleh Bupati
g penghapusan.
Mengajukan permohonan Y Permohonan persetujuan
3. persetujuan penghapusan BMD | | Berita Acara Hasil Penelitian 2 Hari ensha usanp J
kepada Bupati penghap ’
Tidak Setuju v
Bupati melakukan pertimbangan / Permohonan persetujuan . Persetujuan/ Penolakan' Penolakan penghapusan BMD dengan diterbitkan surat
4. atas permohonan penghapusan 5 Hari Penghapusan BMD dari S .
panghapusan X penolakan Bupati disertai alas an penolakan
BMD . Bupati
Setuju
. v Surat Persetujuan Keputusan Bupati
5. gzﬁ;ﬂz;ﬁ;ﬁ%iﬁiagn | | Penghapusan BMD dari Paling Lama 1 Bulan tentang Penghapusan
Bupati BMD
Penghapuse}n BDM oleh Pengelola Penghapusan BMD dari Daftar . Penghapusan BMD dari Penghapusan BMD pada Aplikasi Pengelolaan BMD
6. Barang dari Daftar Barang < B P lola 3 Hari Daftar B P lol P lola B
Pengelola 1 arang Pengelo aftar Barang Pengelola engelola Barang
Pengelola Barang melaporkan . Laporan penghapusan dengan melampirkan dokumen
7. penghapusan BMD dari Daftar E:gu}?; sir;a]iugﬁlljtentang 3 Hari gﬁgran penghapusan dasar penghaspusan (BAST/Putusan Pengadilan) dan
Barang Pengelola kepada Bupati —P|:| ghap Surat Persetujuan Penghapusan BMD
3 Penghapusan BMD dari Daftar P Penghapusan BMD dari Daftar 2 Hari Penghapusan BMD dari Penghapusan BMD pada Aplikasi Pengelolaan BMD
BMD oleh Pengelola Barang | < Barang Pengguna Daftar Barang Pengguna
A 4
Penyesuian Pencatatan BMD pada ( ) . Daftar BMD telah
9: Daftar BMD Laporan penghapusan BMD 1 Hari dilakukan penyesuaian




-17-

2. PENGHAPUSAN BARANG MILIK DAERAH PADA PENGGUNA BARANG

No Kegiataan Pelaksanaan Mutu Baku Keterangan
) g Pengguna Barang Pengelola Barang Bupati Kelengkapan Waktu Output 8
Penghapusan BMD disebabkan
. BAST/ Berita Acara Surat Permohonan penyerahan BMD /Pengalihan status
Pengajuan permohonan Penyerahan Putusan Penghapusan BMD yan, Penggunaan
1. penghapusan BMD oleh Pengguna /) yera - 1 Hari enghapu yang | pMD /Pemindahtanganan/Putusan
A Pengadilan sebagai dasar dilengkapi alasan . .
Barang Penghapusan enchapusan Pengadilan/Menjalankan ketentuan
ghap; penghap ’ Undang-Undang/Pemusnahan atau
sebab lain.
Penelitian terhadap permohonan A 4 Surat Permohonan Penelitian usulan penghapusan
2 h BM]§ g i Pe | | Penghapusan BMD yang 3 Hari Berita Acara Hasil dilakukan oleh Tim Penelitian
. geng apusan ari rengguna dilengkapi alasan art Penelitian. Penghapusan BMD yang ditetapkan
arang penghapusan. oleh Bupati
. \ 4
Mengajukan permohonan — .
3. persetujuan penghapusan BMD | I Berita Acara Hasil Penelitian 2 Hari Pzgmﬁgolr;::np ersetujuan
kepada Bupati penghapi .
Tidak Setuju /
Bupati melakukan pertimbangan > Permohonan persetuiuan Persetujuan/Penolakan Penolakan penghapusan BMD
4. atas permohonan penghapusan Setuju ancha usanp J 5 Hari Penghapusan BMD dari dengan diterbitkan surat penolakan
BMD panghap Bupati Bupati disertai alas an penolakan
dl
-
Penerbitan Keputusan Surat Persetujuan Keputusan Sekda
S. Penghapusan I])3arang Penghapusan BMD dari Paling Lama 1 Bulan | tentang Penghapusan
Bupati BMD
Y
Penghapusa_m BDM oleh Pengguna Penghapusan BMD dari Daftar . Penghapusan BMD dari Penghapusan BMD pada Aplikasi
6. Barang dari Daftar Barang 3 Hari
Pengguna Barang Pengguna Daftar Barang Pengguna Pengelolaan BMD Pengguna Barang
Laporan penghapusan dengan
Pengguna Barang melaporkan v merl)ampirrllang doiumen dasgar
penghapusan BMD dari Daftar Keputusan Sekda tentang . Laporan penghapusan
7. B P kenada P Lol Pengh. BMD 2 Hari BMD penghaspusan (BAST/Putusan
Bzizgg engguna kepada rengelola ) enghapusan Pengadilan) dan Surat Persetujuan
g Penghapusan BMD
A 4
8 Penghapusan BMD dari Daftar | | Keputusan Sekda tentang 1 Hari Penghapusan BMD dari Penghapusan BMD pada Aplikasi
: BMD oleh Pengelola Barang Penghapusan BMD Daftar BMD Pengelolaan BMD
v
Penyesuian Pencatatan BMD pada C) . Daftar BMD telah
9: Daftar BMD Laporan penghapusan BMD 1 Hari dilakukan penyesuaian




E. STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENATAUSAHAAN BMD

1. PEMBUKUAN
a. PEMBUKUAN BARANG MILIK DAERAH YANG DIBELI/DIPEROLEH ATAS BEBAN APBD
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Pelaksanaan Mutu Baku
Pengurus Pejabat Kuasa .
Barang Penatausah | Pengguna o
No. Kegiatan Pengguna/ g8 Penatausa | Pengelola Kepala Kelengkapan Keterangan
Pengurus aan SR haan Barang Daerah Administrasi UL O
Pengguna Pengguna
Barang Barang
Pembantu Barang Barang
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Pengadaan Barang Pengurus Barang melakukan
o Dokumen .
yang dibeli atau . Hasil Pembukuan Pembukuan pengadaan BMD
1 : Sumber 6 Hari .
diperoleh atas ) Peneadaan Pengadaan BMD yang diperoleh atas beban
beban APBD A g APBD pada Aplikasi BMD
Melakukan P Tolak Pejabat Penatausahaan
. = Format . . Pengguna Barang dan Pejabat
Penelitian Tolak . Lembar Verifikasi
2 - Lembar 4 Hari - Penatausahaan Barang
Kesesuaian 2rima . . Hasil Pembukuan . . .
Verifikasi melakukan verifikasi hasil
Pencatatan BMD
pembukuan pengadaan BMD
Membuat Surat Terima Pengurus barang membuat
Pernyataan telah Format Surat Surat Pernyataan surat pernyataan telah
3 dilakukan Pernvataan 2 Hari Pencatatan Belanja | dilakukan pencatatan
Pencatatan sebagai Y Modal sebagai BMD
Belanja Modal
Melaporkan hasﬂ' R Laporan Pengadaan Pengguna Barang .
4 Pencatatan Belanja > - 1 Bulan . melaporkan tanggal 10 Setiap
Modal Belanja Modal Bulan
Menghimpun Laporan
Laporan ¥ Pengadaan Laporan Pengadaan
5 Pengadaan Belanja | D Belanja Semestera Belljan'a Mo dagl Setiap 6 (enam) Bulan
Modal dan Modal n Persegnester Semester I dan Semester II
Melaporkan Hasil Seluruh
Pengadaan Belanja SKPD
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b.PEMBUKUAN BARANG MILIK DAERAH YANG BERASAL DARI PEROLEHAN LAINNYA YANG SAH

Pelaksanaan Mutu Baku
Pengurus Pejabat Kuasa .
IS Penatausah | Pengguna e
No. Kegiatan Pengguna/ g8 Penatausa | Pengelola Kepala Kelengkapan Keterangan
aan Barang/ .o . Waktu Output
Pengurus haan Barang Daerah Administrasi
Pengguna Pengguna
Barang Baran Baran Barang
Pembantu g =
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Perolehan Barang Dokumen . Pengurus Barang melakukan
yang berasal dari . Hasil Pembukuan
1 erolehan lainnva Sumber 6 Hari Perolehan BMD Pembukuan atas BMD yang
b ¥y Perolehan diperoleh pada Aplikasi BMD
yang sah
Melakgkan Format . . Pejabat Penatausahaan
Penelitian Tolak . Lembar Verifikasi
2 . Lembar 4 Hari . Pengguna Barang melakukan
Kesesuaian . . Hasil Pembukuan s . .
Verifikasi verifikasi hasil pembukuan
Pencatatan BMD )
Terima perolehan BMD
Melaporkan hasil Dokumen Pengguna Barang
Sumber Laporan Perolehan .
3 Pencatatan » Perolehan 1 Bulan BMD melaporkan tanggal 10 Setiap
Perolehan BMD | eroleha Bulan
v Dokumen
4 Laporan Perolehan Ly C) Sumber Semestera | Laporan Perolehan Setiap 6 (enam) Bulan
BMD Perolehan n BMD Persemester Semester I dan Semester II
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Pelaksanaan

2. INVENTARISASI
a. PERSIAPAN DAN PELAKSANAAN INVENTARISASI BARANG MILIK DAERAH
Pelaksanaan Mutu Baku
K .
No . Tim Penzzz?la Pejabat
Kegiatan Inventaris Barang/ SRR | FEREEen | LG Keler.lgkapar.l Waktu Output Keterangan
- ahaan Barang Daerah Administrasi
asi Pengguna
Barang
Barang
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
- Kuasa Pengguna
Barang/Pengguna Barang
- Daftar dan Pejabat Penatausahaan
Personal Tim Barang mengusulkan
Pembentukan Tim ( ) pf o~ . SK Tim susunan Tim kepada
L. Inventarisasi CD_'q—l g ) ,I]g:r?ft SK 20 Hari Inventarisasi Pengelola Barang
Inventarisasi - Pengelola Barang
mengusulkan penerbitan SK
Tim Inventarisasi kepada
Bupati
Menyusun petunjuk . Draft J ukms. Draft Juknis
2. | teknis pelaksanaan < < Inventarisasi Inventarisasi BMD
Inventarisasi BMD T BMD
Menetapkan ¢ Juknis Tim
petunjuk teknis T Juknis dan Tim
3. < Inventarisasi N
pelaksanaan < BMD Inventarisasi BMD
Inventarisasi BMD
Memberitahukan Surat Edaran Inventarisasi BMD berupa
kepada Pengguna Surat Edaran - .
Pelaksanaan persediaan dan kontruksi
4. | Barang untuk . Pelaksanaan . .
Inventarisasi . dalam pengerjaan dilakukan
melakukan Inventarisasi BMD )
N BMD setiap tahun
Inventarisasi BMD
Menghitung jumlah barang
apakah sesuai dengan
5 Melaksanakan Lembar Kerja Lembar Kerja catatan KIB, meneliti kondisi
" | Inventarisasi BMD A Inventarisasi Inventarisasi barang, mencatat hasil
Inventarisasi pada Lembar
Kerja Inventarisasi
v . Kesesuaian
Monitoring dan Tolak %‘rirlr;igrliiszr;? Lembar Kerja
Evaluasi Hasil Inventarisasi
6. dan Laporan

Inventarisasi BMD

G

Terima

Hasil
Inventarisasi
BMD

dengan Laporan
Hasil Inventarisasi
BMD
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Laporan Hasil

Pengguna Baran.g Lapgran Inventarisasi Kuasa
Melaporkan hasil Hasil
7. .. N Pengguna
Inventarisasi kepada L Inventarisasi Barang/Pengguna
Pengelola Barang - BMD g g8
Barang
Laporan Hasil
. Laporan L
Menghimpun Hasil Inventarisasi Kuasa
Laporan Hasil L Pengguna
8. L Inventarisasi
Inventarisasi BMD Barang/Pengguna
BMD
Barang
Melaporkan Bu.ku ' Buku In(’iuk’ Buku Induk
9. | Induk Inventarisasi Inventarisasi Inventarisasi BMD
BMD kepada Bupati BMD
Pemasangan Kode Kodefikasi :
10 | Melakukan & - Nomor Kode Lokasi

kodefikasi BMD

A

Barang dan Tanda
Kepemilikan

- Nomor Kode Barang
- Nomor Kode Register
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b. PENYUSUNAN DOKUMEN HASIL INVENTARISASI BARANG MILIK DAERAH

Pelaksanaan Mutu Baku
Kuasa
No Penggun Pejabat Tim
Kegiatan a Penatausa | Pengelola Kepala Inventar Kelengkapan Waktu Outout Keterangan
Barang/P haan Barang Daerah isasi Administrasi b
engguna Barang
Barang

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Hasil Inventarisasi
diserahkan kepada ( ) Data Format KIB .

1 Tim Inventarisasi A_/ hasil Inventarisasi Kartu Inventaris Barang (KIB)
BMD

Data Format Copy data format KIB hasil

9 Verifikasi data format Tolak KIB hasil KIB hasil Inventarisasi yang telah

KIB hasil Inventarisasi \ I tarisasi Inventarisasi diverifikasi disampaikan
£ . | Inventarisasi kepada SKPD
Tim melakukan - Buku Inventaris (BI)

3 | kompilasi data dari < BI dan RBI - Rekapitulasi Buku
setiap SKPD Inventaris (RBI)
Penyerahan BI dan o < Kartu . 1x dalam Laporan Hasil Inventgrlsam BMD berupa

4 RBI > = Inventaris 5 tahun Inventarisasi persediaan dan KDP

BMD dilakukan setiap tahun
Mengusulkan
penetapan status )
Tolak Jerima
penggunaan BMD / \ > > Laporan Penetapan status

5 | berdasarkan lokasi " d Hasil BMD p
dan penggunaan Inventarisasi
sesuai hasil
Inventarisasi
Penghapusan barang Laporan
sesuai daftar usulan :

6 barane vane akan » Hasil Penghapusan BMD
dihap Esy g Inventarisasi
Mengkoordinir * :
pemehhargan atau P Mutasi Data Mutasi

7 pemutakhiran data < Baran Baran
sesuai mutasi barang & &
daerah pada SKPD

s Membuat laporan L, o Data Mutasi Laporan Mutasi
mutasi barang g ] Barang Barang

9 Menyusun buku Laporan Buku Inventaris BMD

Inventaris BMD

Mutasi Barang




3. PELAPORAN
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Pelaksanaan Mutu Baku
Pengurus . Kuasa
Barang LI Pengguna Pejabat
No. Kegiatan Pengguna/ | Penatausahaan Barang/ | Penatausahaan Pengelola | Kepala Keler}gkapag Waktu Gz Keterangan
Pengurus Pengguna Barang | Daerah | Administrasi
Pengguna Barang
Barang Barang Baran
Pembantu E
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Pemeriksaan
Satu Bulan | Daftar
1 Pembukuan /Pencatatan .
Sekali Barang
Barang
Catatan
Penambahan
atau
Pengurangan
Pengurus Barang barang beserta Rekapitulasi
. . Satu Bulan .
2 | Menyusun Rekapitulasi Laporan Sekali Mutasi
Barang Pengadaan Barang
Belanja Modal
dan Dokumen
sumber lainnya
yang sah
Laporan Mutasi
Membuat Laporan Rekap%tulam Tiga Bulan Laporgn Barang terc.hn
3 . Mutasi . Mutasi atas Mutasi
Mutasi Barang Sekali
i Barang Barang Tambah dan
Mutasi Kurang
: Laporan
Pejabat Penatggsahaan Tolak Laporgn Tiga Bulan | Mutasi Barang
4 Barang Meneliti Mutasi ; :
. Terim Sekali yang sudah di
Laporan Mutasi Barang \ Barang teliti
5 Dalam Menyusun
LBPS dan LBPT
. Pejabat
Laporan Penatausahaan
> G Mutasi Perigzigl%n; Barang
melalui Pengurus
Menyusun LBPS dan * Barang yang | geqnesteran | <0190 LBPS | prang melakukan
sudan di teiiti an rekonsiliasi dengan
dan Daftar Pejabat
Barang Penatausahaan
Keuangan SKPD
(Rekonsiliasi

Internal)
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Menghimpun dan

Konsep LBPS

Pejabat
Penatausahaan
Pengguna Barang
menghimpun dan
memeriksa Konsep
LBPS dan LBPT dari

6 | Memeriksa LBPS dan Tolak Terima gonsE]gPI:rBPS dan LBPC’IT h Pengurus Barang
LBPT an yang suda dan
diperiksa menyampaikannya
kepada Kuasa
Pengguna
Barang/Pengguna
Barang
Perubahan daftar
Konsep LBPS BMD yang
7 Membuat Laporan dan LBPT yang LBPS dan dicantumkan
Barang Pengguna sudah diperiksa LBPT dalam LBPS dan
LBPT
Pengurus Barang
LBPS dan LBPT Pengelola
Laporan .
8 Melaporkan Laporan > beserta Baran menghimpun
Barang Pengguna Rekapitulasi P g salinan dokumen
Mutasi Barang engguna laporan barang dari
Pengguna Barang
Pengurus Barang
Pengelola
melaksanakan
rekonsiliasi BMD
Rekonsiliasi BMD antara Berita A dengan Pengurus
Pengurus Barang criia Acara | Barang Pengguna yang
Laporan Barang Hasil melibatkan Pelaksana
K Pepgguna dengan Pengguna Rekonsiliasi Fungsi Akuntansi yang
Pejabat Penatausahaan BMD menyusun Laporan
Barang Keuangan Pemerintah
Daerah, yang hasilnya
dituangkan dalam
Berita Acara Hasil
Rekonsiliasi.
10 Rekapitulasi
Mutasi Barang
Pengelola
berdasarkan : SK Rekonsiliasi
Penyusunan Laporan penetapan status Laporan Internal antar
BMD Semesteran dan penggunaan tanah Ba};an Subbid di lingku
Tahunan pada Pengelola dan bangunan, SK p lgl Bid A gxup
Barang Bupati tentang engelola idang Aset
penghapusan, Daerah
BAST, dan

Dokumen lainnya
yang sah




-25-

Menghimpun Laporan Laporan Bahan
11 Barang Pengguna dan Barang Penyusunan
Laporan Barang Pengguna Laporan
Pengelola B dan Pengelola BMD
Rekonsiliasi
antara Pengurus
Barang Pengelola
dengan
Pelaksanan
Fungsi Akuntansi
Bahan dalam rangka
Penyusunan Laporan Laporan
12 BMD C) Penyusunan BMD Penyusunan
BMD Laporan BMD
sebagai bahan
untuk menyusun
Neraca
Pemerintah
Daerah

BUPATI BOGOR,
ttd

ADE YASIN
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